
 

 

 

BUPATI  KAPUAS HULU 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR   17    TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS HULU, 
 
 

Menimbang 
 

: 

 

a. bahwakelurahan sebagai perangkat daerah 

yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam wilayah kerja tertentu 

dimana lurah secara spesifikasi tidak 

memiliki bidang kewenangan tertentu yang 

diatur secara khusus dalam Undang-

Undang,danpelaksanaantugaslurah 

tergantung seberapa besar delegasi 

kewenangan yang diberikan oleh Bupati; 

  b. bahwapelaksanaan kebijakan pelimpahan 

sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah, 

bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat dan sebagai upaya mempercepat 

terwujudnyapeningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

  c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaiman

adimaksudpadahuruf a danhuruf b, 

perlumenetapkanPeraturanBupati tentang 

PelimpahanSebagianKewenanganBupatiKepa

daLurah 



Mengingat : 

 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-undang 

(Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2004Nomor 125, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah 

diubah beberapa kali yang terakhirdengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 4388); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 

tentang Koordinasi Instansi Vertikal di 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 



    

   MEMUTUSKAN :  

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 

BUPATI KEPADA LURAH. 

 

 
BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 
 
Dalam PeraturanBupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintah Daerah. 

  5. PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 

tentangKelurahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 

TambahanLembaranNegara Republik 

Indonesia Nomor 4588); 

  6. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 

tentangPembagianUrusanPemerintahanAntar

aPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011Nomor82, 

TambahanLembaranNegara Republik 

Indonesia Nomor5234) 

  8. Peraturan Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 



3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. 

4. Sekretaris Daerah adalahSekretaris Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu. 

5. SatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD 

adalahunsurpembantuBupatidalampenyelenggaraanPemerintah

an Daerah yang terdiridariSekretariat Daerah, 

SekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, 

Badan, SatuanPolisiPamongPraja, Kantor, 

KecamatandanKelurahan. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati. 

8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Camat. 

9. LurahadalahLurah di LingkunganPemerintahKabupaten Kapuas 

Hulu. 

10. Pelimpahan 

adalahpenyerahanwewenangdantanggungjawabolehPejabat yang 

memilikikewenanganpangkalkepadapejabat lain. 

11. UrusanOtonomi Daerah adalahurusan yang 

berkenaandenganhak, wewenang, 

dankewajibanpemerintahdaerahuntukmengaturdanmengurusse

ndiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempats

esuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.   

12. UrusanPemerintahanadalahfungsi-fungsipemerintahan yang 

menjadihakdankewajibansetiaptingkatandan/ataususunanpeme

rintahanuntukmengaturdanmengurusfungsi-fungsitersebut 

yang menjadikewenangannyadalamrangkamelindungi, melayani, 

memberdayakandan mensejahterakanmasyarakat. 



13. Perijinanadalahpemberianlegalitaskepada orang 

ataupelakukegiatan/usahatertentu.  

14. Rekomendasiadalahnaskahdinasdaripejabat yang 

berwenangberisiketerangan, 

catatanataupersetujuanterhadapsuatukegiatan/usahatertentu.  

15. Koordinasiadalahupayamencapaisuatukesatuansikappandangan

dangeraklangkahmelaluikegiatan yang 

meliputipenentuanpembagianpekerjaan, 

hubungankerjadanpenyalurantanggungjawabmasing-

masingunsur yang 

terlibatdalampenyelenggaraansuatutugasuntukmenghindariada

nyakesimpangsiurandan/atautumpangtindih.  

16. Pembinaanadalahupaya yang dilakukanolehpejabat yang 

berwenanguntukmewujudkantercapainyatujuanpenyelenggaraa

npemerintahandaerah.  

17. Pengawasanadalah proses kegiatan yang 

ditujukanuntukmenjamin agar 

penyelenggaraanpemerintahandaerahberjalansecaraefisiendanef

ektifsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.  

18. Fasilitasiadalahupayadalambentukpenerbitankebijakandan/ 

ataupemberianbantuansertakemudahanuntukmendorong, 

memajukan, danmengembangkankegiatan.  

19. Penetapanadalahpemberianpengesahan/legalitasterhadaporgani

sasibadandan/ataulembagakemasyarakatan.  

20. Penyelenggaraanadalah proses 

pelaksanaankegiatanolehpejabatyang 

berwenangsesuaitugaspokokdanfungsidan/atauketentuanperat

uranperundang-undangan.       

 

 

BAB  II 
 

RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN 
 

Pasal 2 
 
Urusanpemerintahandaerah yang 

kewenanganpenyelenggaraannyadilimpahkanolehBupatikepadaLurah



meliputiurusanpemerintahan yang 

diselenggarakanpadalingkupkelurahan. 

 

BAB  III 
 

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 
 

Pasal  3 
 

(1) Kewenanganpenyelenggaraanurusanpemerintahandaerah yang 

dilimpahkanolehBupatikepadaLurahuntukmenanganiurusanpe

merintahanmeliputiaspek :  

a. rekomendasi;  

b. koordinasi;  

c. pembinaan;  

d. pengawasan;  

e. fasilitasi;  

f. penetapan;  

g. penyelenggaraan.  

(2)  Rincianurusanpemerintahan yang 

kewenanganpenyelenggaraannyadilimpahkanolehBupatikepadaL

urahsebagaimanatercantumdalamLampiranPeraturanBupatiini.  

(3)  Pelimpahan kewenangan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) 

disertai dengan pelimpahan personil dan pembiayaan sebanding 

dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan. 

(4) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah 

kepada Lurahdilakukan secara bertahap dengan 

memperhatikan tata cara yang berlaku. 

 
 

BAB  IV 

 
PELAKSANAAN 

 
Pasal  4 

(1) DalammenyelenggarakanurusanPemerintahan Daerah yang 

kewenanganpenyelenggaraannyadilimpahkanolehBupati, 

Lurahwajib :    

a. memperhatikandanmematuhikebijakanpemerintahdaerah;  



b. memperhatikankeserasian, 

kemanfaatandankelancaranpelaksanaantugaspemerintahan

danpembangunan;  

c. melakukankoordinasidansinkronisasidenganCamat;  

d. melakukankoordinasidansinkronisasidengan SKPD yang 

terkaitsecarateknismaupunfungsi.    

(2). Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan 

yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan 

dimaksud dapat berjalan optimal. 

 

 
BAB V 

 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

 

Pasal  5 
 

(1) Lurahbertanggungjawabataspenyelenggraanurusanpemerintahan 

yang 

kewenanganpenyelenggaraandilimpahkanolehBupatimelaluiCama

t. 

(2) Camatmelakukanpemantauandanevaluasiterhadappenyelenggraa

nurusanpemerintahan yang 

kewenanganpenyelengaraanpelimpahansebagiankewenangandari

BupatikepadaLurah. 

(3) Lurahwajibmenyampaikanlaporansecaratertulisataspenyelengara

anurusanpemerintahan yang 

kewenanganpenyelengaraannyadilimpahkanolehBupatibaiksecara

periodikmaupunsewaktu-waktuapabiladibutuhkan. 

 

 
BAB VI 

 
PENARIKAN KEWENANGAN 

 

Pasal 6 
 
(1) Bupatidapatmenarikkembalikewenangan yang 

telahdilimpahkankepadaLurahsebagaimanatercantum dalam 

Lampiranyang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

PeraturanBupatiini, baiksebagianmaupunseluruhnya.  



(2) Penarikankembalikewenangansebagaimanadimaksudpadaayat 

(1), dilakukanapabila :  

a. berdasarkanhasilevaluasidinyatakanbahwaLurahtidakmamp

umelaksanakanurusanpemerintahandaerah yang 

dilimpahkan, 

ataupenyelenggaraanurusantersebutolehLurahtidakberjalan

efektifdan/atau; 

b. merupakankebijakanPemerintah Daerah. 

 

BAB VII 
 

PEMBIAYAAN 

Pasal  7 
 

Biayapelaksanaanurusanpemerintahandaerah yang 

kewenanganpenyelenggaraannyadilimpahkanolehBupatikepadaLurah

dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

 
BAB VIII 

 
PENUTUP 
Pasal  8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati  ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal     10 Juni 2013 

 
 BUPATI  KAPUAS HULU, 

 

TTD 

 
A..M. NASIR 

Diundangkan di Putussibau 

pada tanggal 11 Juni 2013 
 
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

 
 

              YOHANA ENDANG 
 

BERITA  DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  2013  

NOMOR  294   


